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Abstract 

Out-of-court divorce is a common phenomenon in rural Indonesia, including in Suka Damai 
Village, Batang Lubu Sutam District, Padang Lawas Regency. This practice is generally 
carried out through private agreements or customary mechanisms without going through formal 
court proceedings. This situation is triggered by low legal awareness, a lack of understanding 
of legal divorce procedures according to statutory regulations, and limited access to legal 
information. As a result, various problems arise, such as unclear legal status, loss of support 
rights, and a lack of legal protection for children and women after divorce. To address these 
problems, a Community Service activity was conducted in the form of Out-of-Court Divorce 
Legal Counseling. This activity aims to provide legal education, increase public awareness, and 
encourage divorce resolution through formal court channels. Implementation methods include 
interactive lectures, group discussions, case studies, and direct legal consultations, involving 
community leaders, village officials, married couples, and village youth. The results of the 
activity indicate an increase in public understanding of formal divorce procedures and the 
negative impacts of out-of-court divorce.  As a result, people are beginning to show a desire to 
pursue divorce through formal legal channels, thereby protecting the rights of divorcing parties 
and achieving legal certainty. This initiative is expected to be the first step in building 
sustainable family law awareness in rural areas.  
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Abstrak 

Perceraian diluar pengadilan merupakan fenomena yang masih sering terjadi 
dimasyarakat pedesaan, termasuk didesa Tamiang, kKecematan Lubuk Sutam, 
Kabupaten Padang lawas. Praktinya ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan pribadi 
atau mekanisme adat tanpa proses resmi di penagdilan. Kondisi tersebut dipicu oleh 
rendahnya kesadaran hukum, minimnya pemahaman prosedur percerian yang sah 
menurut peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan akses informasi hukum. 
Akibatnya, muncul berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum, 
hilangnya hak nafkah, dan tidak Adaya perlindungan hukum bagi anak serta Perempuan 
pasca perceraian. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan kegiatan pengabdian 
kepada masyarkat dalam bentuk penyuluhan hukum perceraian diluar pengadilan. 
Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran 
Masyarakat, dan mendorong penyelesaian perceraian melalui jalur resmi dipengadilan. 
Metode pelaksanaan meliputi konsultasi hukum langsung dan penyuluhan hukum 
dengan melibatkan tokoh Masyarakat, apparat desa, pasangan suami istri, serta pemuda 
desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyasakat 
mengenai prosedur perceraian resmi, beserta dampak negative dari perceraian diluar 
pengadilan. Dampaknya, Masyarakat menunjukkan keinginan untuk menempuh proses 
perceraian melalui jalur hukum resmi, sehingga hak-hak pihak yang bercerai dapat 
terlindungi, dan kepastian hukum dan dapat terwujudkan. Kegiatan ini diharapkan 
menjadi Langkah awal dalam membangun kesadaran hukum keluarga yang 
berkelanjutan di wilayah pedesaan. 
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Kata kunci: perceraian, diluar pengadilan, perlindungan hukum  
 

PENDAHULUAN  

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang 
signifikan. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi yang beragama islam, atau pengadilan negeri bai non-muslim, 
setelah melalui proses pembuktian dan mediasi. Namun, diberbagai wilayah pedesaan maupun perkotaan, masih 
sering ditemukan praktik perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, baik secara lisan maupun melalui 
kesepakatan keluarga. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya 
perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap 
orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak 
sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu 
perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin 
dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk 
membubarkan perkawinan. 

Penomena perceraian diluar pengadilan ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, diantaranya ketidak 
jelasan status perkawinan, hilangnya hak-hak keperdataan pihak istri atau suami, dan tidak adanya kepastian 
hukum terkait pengasuhan anak maupun pembagian harta Bersama. Data dari Direktorat jendral badan 
peradilan agama mahkama agung republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 
400 ribu perceraian yang terdaftar dipengadilan agama, namun jumlah tersebut diperkirakan belum 
mencerminkan angka perceraian sebenarnya karena Sebagian besar dilakukan secara informal diluar mekanisme 
hukum. Orang yang bercerai diluar pengadilan tidak dapat menikah lagi  di KUA karena tidak ada surat bukti 
yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Akar masalah dari tingginya angka perceraian diluar pengadilan dapat ditelusuri dari rendahnya literasi 
hukum Masyarakat, minimnya akses terhadap layanan peradilan, serta adanya persepsi bahwa proses perceraian 
melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Kondisi ini menempatkan pihak yang lebih 
lemah, khususnya Perempuan dan anak, dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satu alasan 
perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga menjadi problematika 
krusial yang terjadi dalam keluarga dan membutuhkan solusi tepat untuk menanggulanginya. Terjadinya 
ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal keluarga. 
Faktor yang  menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah  menjadi suatu kebiasaan, 
kurangnya kesadaran hukum  dari pihak  yang  melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, 
faktor ekonomi, dan masalah waktu.Proses perceraian di luar pengadilan di dilakukan secara kekeluargaan, 
dimana pihak suami mengucapkan lafadz talaq terhadap istri di depanpara saksi, maka terjadilah perceraian, dan 
di buat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat  bukti bahwa hubungan 
suami istri telah putus. 

Dalam perspektif perlindungan hukum, tindakan perceraian diluar pengadilan tidak memberikan jaminan 
perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah 
terjadinya pelanggaran hak melalui pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar, sedangkan perlindungan 
hukum represif berfungsi memberikan penyelesaian dan pemulihan hak Ketika pelanggaran telah terjadi. Oleh 
karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi, 
sosialisasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat, agar mereka dapat melindungi hak-haknya, mematuhi 
prosedur hukum yang berlaku, serta meminimalisir praktik perceraian di luar mekanisme peradilan. Melalui 
kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi hukum kepada 
Masyarakat terkait prosedur perceraian yang sah, resiko perceraian diluar pengadilan, dan pentingnya 
perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran 
hukum, mengurangi praktik perceraian formal, serta memperkuat perlindungan hak-hak Perempuan dan anak 
dimasyarakat. 

 
METODE PELAKSANAAN  

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di desa Tamiang, Kecematan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten 
padang lawas, yang memiliki kasus perceraian diluar pengadilan. Subjek kegiatan Adalah pasangan suami istri 
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yang mengalami perceraian diluar pengadilan, tokoh masyrakat, dan pemuda desa. Kegiatan ini berlangsung 
selama 1 bulan. Strategi yang digunakan Adalah pendekatan partisifatif melalui penyuluhan hukum dan 
kinsultasi dengan praktis hukum. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai prosedur 
perceraian yang sah menurut agama dan negara.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. PERCERAIAN  
Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “ pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syra) 

perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut Adalah lafadz yang 
dipergunakan pada masa jahiliyah kemudian yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah fiqih 
perceraian dikenal dengan istilah “talaq” atau “furqoh”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan 
perjanjian. Sedangkan furqoh berarti bercerai yang merupakan lawan kata berkumpul. Perkataan talaq dan 
furqoh memiliki penegrtian umum dan khusus.1 Sedangkan menurut para ulama menjelaskan tentang 
pengertian perceraian (talaq) sebagai berikut: 
1. Sayyid Sabiq 

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. 
1. Abdur Rahman al-Jaziri 

Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini Adalah 
hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya 
ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur. 

2.  al-Hamdani 
Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 
Dapat pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa talaq pada dasarnya adalah pelepasan atau 
berakhirnya ikatan perkawinan yang sah secara syariat, sehingga hubungan suami istri putus dan tidak halal 
bercampur kecuali setelah akad nikah baru.  

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika 
tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang 
No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Di dalamnya dijelaskan  bahwa putusnya suatu perkawinan   dapat 
terjadi   karena   adanya   kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat 
jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah  berbeda  halnya  dengan  putusnya perkawinan. 
Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang 
perkara talak pada perkawinan menurut agama islam. Pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan 
istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh 
huruf c pada undang-undang tersebut. 

Dan dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya 
permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari 
pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. 

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan 
hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan 
perkawinan di antara mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang 
bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa. 

c. Putusan hukum yang diyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan 
perkawinan antara suami dan istri.2 

 
Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya Selain itu 
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pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak”. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri 
karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya 
perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika 
perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, 
dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang 
disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah 
tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.  

Ada banyak penyebab yang menjadikan perceraian itu terjadi yaitu : 
1. Nusyuz dari pihak istri. Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap 

suaminya. 
2. Nusyuz suami terhadap istri, tidak hanya dilakukan dari pihak istri tetapi nusyuz juga dapat 

dilakukan dari pihak suami. 
3. Syiqaq, yaitu terjadi karena kedua belah pihak terlibat dalam syiqaq 
4. (percekcokan), misalnya disebabkan karena faktor ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain sehingga 

keduanya sering bertengkar. 
5. Salah satu pihak dari pasangan suami istri melakukan perbuatan zina (fashiyah), yang 

menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Penyuluhan perceraian diluar pengadilan 

 
2. DILUAR PENGADILAN  

Dalam perceraian tentunya mempunyai tahapan-tahapan atau proses yang sudah ditentukan oleh 
pemerintah melalui undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kompilasi hukum islam 
dan undang-undang lainnya yang memuat tentnag perceraian. Putusnya hubungan perkawinan juga secara rinci 
telah diatur oleh negara yang termuat dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu hubungan perkawinan dapat putus karena 
3 hal, salah satunya adalah perceraian. Beberapa pasal dari ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan yang pada 
intinya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, pasangan yang akan melakukan 
perceraian juga harus mempunyai cukup alasan sehingga gugatan yang diajukan oleh istri atau suami dapat 
diajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan 
Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pegadilan yang bersagkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan 
suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang 
disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.3 Dalam hal ini, perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. 
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Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri 
tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun bersifat langsung dan bersifat lisan antara suami-isteri. 

Perceraian diluar pengadilan berakibat putusnya sebuah mahligai rumah tangga, sehingga hilangnya hak 
dan kewajiban antara keduanya. Sehingga perceraian juga menimbulkan akibat sebagai berikut: 

1. Status Perceraian Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama,33 sejak tanggal 
1 Oktober 1975. Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan 
isterinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi 
dalam hidup bernegara ada yang memerintah, dan sebagai warga negara kita harus taat kepada 
peraturan pemerintah. 

2. Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri, pertama , perceraian diluar sidang 
pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga perempuan yang 
baru diceraikan tersebut sulit untuk menikah lagi. Kedua, setelah terjadinya perceraian ( cerai diluar 
pengadilan ) si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, 
tempat untuk tinggal, pakaian pangan. 

3. Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Bagi Suami, Suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan 
akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang 
dilakukan diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum 
tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak kantor urusan agama tidak akan mengizinkan 
sampai ada surat yang sah dari pengadilan. 

4. Bagi seorang anak, suatu perpisahan ( perceraian ) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat 
mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, 
penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, 
dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada 
akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, itu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan 
diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa ayah 
ataupun ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun 
dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal 
tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 156 point ( f 
). 

Perceraian yang terjadi diantara suami-istri ada yang sampai ke pengadilan dan ada yang tidak sampai 
ke pengadilan. Perceraian yang sampai ke pengadilan, maka segala urusan hak dan kewajiban setelah 
perceraian dapat terpenuhi bagi suami istri yang bercerai dan juga bagi keturunannya. Hal ini karena 
perceraian telah dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku. Sedangkan perceraian yang tidak sampai 
ke pengadilan, kebanyakan hak dan kewajiban suami istri sering terabaikan, bahkan menjadi senjata 
makan tuan bagi mereka sendiri, karena tidak bisa melakukan perkawinan yang baru yang diakui oleh 
hukum positif. 
 

3. PERLINDUNGAN HUKUM  
Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan 

perlindungan pemerintah dan Masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi dan kewajiban dan 
perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah 
segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 
penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban 
dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.  

Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan 
bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan; (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
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melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Percerain hanya terjadi, dan sah jika diucapkan di muka pengadilan. Hal ini sudah dinyatakan pada pasal 
115 KHI, dan pada pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak  

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat 
hidup rukun sebagai suami isteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Penyuluhan perceraian diluar pengadilan dan perlindungan hukum 
 

Karena dengan ini Perempuan akan mndapatkan perlindungan hukum.dan perceraian diluar pengadilan 
(perceraian liar ) pasti tidak akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi perempuan. Dari sini dapat 
dilihat bahwa kemaslahatannya lebih besar dari kemudharatan, bagi pula lebih memenuhi rasa keadilan, padahal 
kita diperintahkan untuk menghilangkan kemadharatan dan mewujudkan keadilan. Hakim dipengadilan agama 
diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan, memutuskan bentuk cerai apakah yang paling tepat dalam perkara 
yang sedang dihadapinya apakah putusan cerai talak raji’ atau ba’in. 

 
KESIMPULAN  

Fenomena perceraian di luar pengadilan yang masih marak terjadi di wilayah pedesaan, seperti di Desa 
Tamiang, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, menunjukkan adanya kesenjangan 
antara ketentuan hukum positif dengan praktik yang berlaku di masyarakat. Rendahnya literasi hukum, 
terbatasnya akses informasi, serta persepsi negatif terhadap prosedur perceraian resmi menjadi faktor utama 
yang mendorong masyarakat memilih jalur informal. Praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, 
antara lain ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak-hak keperdataan, tidak adanya perlindungan hukum bagi 
perempuan dan anak, serta terhambatnya pemenuhan hak pasca perceraian. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui penyuluhan hukum terbukti mampu 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang sah menurut hukum, sekaligus 
menyadarkan mereka akan risiko dan kerugian perceraian di luar pengadilan. Pelibatan tokoh masyarakat, aparat 
desa, pasangan suami istri, dan pemuda desa menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum 
secara kolektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang mulai cenderung 
menempuh perceraian melalui mekanisme resmi di pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum dan 
perlindungan hak. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam menekan praktik 
perceraian ilegal, memperkuat perlindungan hukum keluarga, serta menciptakan tertib administrasi pernikahan 
di wilayah pedesaan. 
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